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ABSTRACT 
The previous arisan could only be done directly, now with the internet, arisan can now be done 
online. The agreements made in online arisan are written and some are oral. Since the rise of 
online arisan activities, in practice there have often been problems between parties. One that 
shows the act of default of the arisan management who does not carry out its obligations to pay 
the arisan turn to the arisan participants who get their turn. The existence of cases of default 
by the arisan management raises problems, namely regarding the position of the online arisan 
agreement in the Civil Code and legal protection for arisan participants who are disadvantaged 
in online-based arisan. In this study, using a normative juridical research with statutory, 
conceptual, and case approaches. Based on this research, it can be concluded that the online 
arisan agreement is an anonymous agreement as well as the legal protection is indirectly 
regulated in the Civil Code and the ITE Law. 
Keywords: Online, Arisan, Agreement, Default. 
 
ABSTRAK 
Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung, sekarang dengan adanya internet, 
arisan pun kini bisa dilakukan secara online. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan online ada 
yang tertulis dan ada juga yang lisan. Semenjak maraknya kegiatan arisan online ini, dalam 
prakteknya sering ditemukan permasalahan antara para pihak. Salah satu masalahnya yaitu 
adanya tindakan wanprestasi dari pengurus arisan yang tidak melaksanakan kewajibannya 
untuk membayarkan uang giliran arisan kepada peserta arisan yang mendapatkan giliran arisan. 
Adanya kasus wanprestasi oleh pengurus arisan ini menjadikan permasalahan yaitu mengenai 
kedudukan perjanjian arisan online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
perlindungan hukum terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan yang berbasis online. 
Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa perjanjian arisan online termasuk perjanjian tak bernama serta mengenai perlindungan 
hukumnya secara tidak langsung diatur dalam KUHPerdata dan UU ITE 
Kata Kunci: Online, Arisan,  Perjanjian, Wanprestasi. 
 
PENDAHULUAN 
Internet dewasa ini sangat memudahkan dan memberi manfaat bagi semua orang untuk 
melakukan kegiatan atau aktivitas baik itu hanya untuk bersosialisasi ataupun untuk 
menghasilkan uang melalui internet. Menghasilkan uang melalui internet pun terdapat beberapa 
cara yaitu jual beli maupun investasi. Berbicara mengenai menghasilkan uang melalui internet 
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memang sudah bukan hal asing bagi kita di era globalisasi ini, kita bisa berjualan baik itu barang 
atau jasa maupun investasi online tanpa harus bertemu satu dengan yang lain. 
Salah satu kegiatan yang juga ikut berkembang seiring dengan kemodernan zaman yaitu 
arisan. Arisan bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia apalagi bagi kaum wanita, bahkan 
sekarang kaum pria juga gemar mengikutinya. Definisi arisan itu sendiri adalah suatu kegiatan 
mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di 
antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam 
sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.4 
Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sekarang 
dengan adanya bantuan media sosial kegiatan arisan pun bisa berjalan tanpa harus bertemu 
secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, yang dewasa ini sering kita dengar 
dengan istilah arisan online. Oleh karena arisan online merupakan hubungan yang dilakukan 
dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan 
dalam arisan online ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini 
hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak. Sistem arisan yang berbasis online 
membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun E-
commerce. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran online ini, mempermudah semua 
pihak, baik itu ketua/pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada didalamnya. Tetapi 
dibalik semua kemudahan itu pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu 
dampak negatifnya yaitu dapat berupa wanprestasi oleh salah satu pihak, dikarenakan para 
anggota arisan tidak bertemu secara langsung. 
Semenjak maraknya kegiatan arisan online ini, dalam prakteknya sering ditemukan 
permasalahan antara pengurus arisan dengan peserta arisan. Salah satu masalahnya yaitu adanya 
tindakan tidak bertanggung jawab dari pengurus arisan yang tidak profesional karena tidak 
melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan uang giliran arisan kepada peserta arisan 
yang memenangkan undian.  
Terdapat salah satu kasus mengenai arisan biasa atau arisan secara tatap muka yang telah 
ditangani oleh Mahkamah Agung yaitu pada Putusan Mahkamah Agung  No. 2071 K/Pdt/2006, 
Pada perkara ini, MA dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan 
Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa: “Tergugat sebagai 
ketua/pengurus/owner arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak 
memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai 
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dengan yang telah disepakati.” Berdasarkan putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat hubungan hukum antara peserta dengan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati 
bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak 
dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat secara perdata 
atas dasar wanprestasi. 
Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti 
terkait permasalahan sebagai berikut ini; Bagaimana kedudukan perjanjian arisan online dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta 
arisan yang dirugikan dalam arisan yang berbasis online? 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian arisan online 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui bentuk perlindungan 
hukum terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan yang berbasis online. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu 
menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode 
penelitian hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama 
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) 
jenis bahan hukum yang diantaranya yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-
Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan 
Kasus (Case Approach). Sedangkan guna menemukan jawaban atas permasalahan yang akan 
dibahas, maka penulis menggunakan metode penafsiran (interpretasi) sebagai salah satu teknik 
analisis bahan hukum. Penafsiran yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penafsiran gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah 
hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut 
pemakaian bahasa sehari-hari atau maknz teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku, 
dan menggunakan penafsiran sistematis yaitu menghubungkan pasal yang satu dengan pasal 
yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta menganalisis 
dan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian sampai 
akibat hukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
PEMBAHASAN 
Kedudukan Perjanjian Arisan Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi: “Suatu Perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
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lebih.” Selain pengertian perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat 
juga pengertian perjanjian menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang mana 
perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan 
kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.5  
Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah:6 
1. Adanya suatu perbuatan. 
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/pihak atau lebih. 
3. Adanya perikatan diantara dua orang/pihak atau lebih. 
Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut jika dilihat kaitannya dengan 
unsur-unsur yang ada dalam arisan online, yaitu seperti: 
1. Dalam arisan online terdapat perbuatan dimana para pihak sama-sama saling 
berkehendak dan sepakat untuk melaksanakan prestasi yang sudah ditentukan, seperti 
peserta arisan wajib membayar sejumlah uang untuk biaya arisan yang diikuti dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama dan pengurus arisan wajib 
membayar uang arisan kepada peserta yang mendapatkan giliran arisan sesuai dengan 
besar dan jumlah arisan yang diikuti. 
2. Dalam arisan online terdapat beberapa pihak diantaranya pengurus arisan dan peserta 
arisan yang lebih dari satu. 
3. Dalam arisan online terdapat perikatan dimana para pihak mempunyai hak dan 
kewajiban, seperti contoh peserta arisan mempunyai kewajiban membayar sejumlah 
uang untuk biaya arisan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dan 
pengurus arisan mempunyai kewajiban membayar uang arisan kepada para peserta 
apabila mendapatkan undian arisan sesuai dengan besar dan jumlah arisan yang diikuti. 
Dengan melihat antara unsur-unsur Pasal 1313 KUH Perdata dengan unsur-unsur arisan 
online tentunya arisan online bisa dikatakan sebagai perjanjian dikarenakan apa yang terdapat 
dalam pasal tersebut juga terdapat dalam arisan online, serta dimana dalam perjanjian arisan 
online terdapat kreditur yang memberi pinjaman dan debitur yang menerima pinjaman. 
Berhubung di dalam arisan online, sistem undian dilaksanakan secara berkala sampai semua 
anggota memperolehnya atau dengan kata lain perputaran uang terus berjalan, jadi pengurus 
maupun peserta masing-masing memiliki dua peran, baik itu sebagai kreditur dan juga debitur, 
jadi si pengurus dapat berperan sebagai kreditur sekaligus debitur dan si peserta juga demikian. 
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Selanjutnya perlu diketahui perjanjian arisan online kaitannya dengan asas-asas perjanjian 
yang ada yaitu sebagai berikut: 
a. Asas kebebasan berkontrak 
Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, apa 
 pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban 
 umum  dan kesusilaan.7 Jadi perjanjian arisan itu bisa ada dan diakui oleh hukum salah 
 satu alasannya yaitu adanya asas ini, serta pada perjanjian arisan itu tidak melanggar 
 undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 
b. Asas konsesualisme 
Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
 berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.” 
 Dalam melakukan perjanjian arisan tentunya dibutuhkan kesepakatan antara pengurus 
 arisan dan peserta arisan. 
c. Asas pacta sunt servanda 
Asas pacta sunt servanda juga merupakan asas yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) 
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang 
 dibuat  secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 
 Jadi perjanjian yang dilakukan para pihak dalam arisan itu berlaku sebagai undang-
 undang bagi pengurus arisan dan peserta arisan dan mempunyai kekuatan hukum 
 yang mengikat. 
d. Asas itikad baik  
Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini mengatur bahwa suatu 
 perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Pada perjanjian arisan masing-
 masing pihak sudah pasti saling diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan 
 satupun. 
e. Asas kebiasaan 
Asas yang diatur dalam Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata menganggap bahwa 
 suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi 
 juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Dalam perjanjian arisan itu 
 sendiri, isi pokok perjanjiannya tersebut sesuai dengan apa yang diatur oleh 
 undang-undang dan juga kepatutan serta kebiasaan. 
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Dia Prastya, Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan… 
809 
 
Kemudian, patut diketahui juga dimana kedudukan perjanjian arisan dalam KUH Perdata. 
Perjanjian arisan itu sendiri merupakan perjanjian yang terlahir akibat dari kegiatan yang sering 
dilakukan oleh masyarakat. Jika dilihat Pasal 1319 KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua 
perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu 
nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab 
yang lalu.” Dalam pasal tersebut mengatur tentang perjanjian tak bernama atau perjanjian yang 
dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu. 
Perjanjian tak bernama, yang dimana merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur 
dalam KUH Perdata ataupun peraturan perundang-undang lainnya,  tetapi perjanjian tersebut 
timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat yang didasarkan pada asas kebebasan 
berkontrak yang menyatakan setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun. 
Keberadaan perjanjian tak bernama diperbolehkan keberadaannya didalam masyarakat asal 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.8  
Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa perjanjian arisan juga merupakan 
perjanjian yang terlahir akibat dari kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Jika 
ditelaah memang perjanjian arisan dapat dikategorikan dalam perjanjian tak bernama. Sesuai 
dengan isi dalam Pasal 1319 KUH Perdata tersebut kaitannya dengan jenis-jenis perjanjian 
dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada satupun 
peraturan yang mengatur mengenai perjanjian arisan, tetapi dengan adanya Pasal 1319 KUH 
Perdata ini membuktikan bahwa hukum perjanjian memberi kekuatan hukum terhadap 
perjanjian arisan selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan umum, yang termuat 
di dalam Buku Ketiga tentang Perikatan pada KUH Perdata. 
Selain daripada hal yang dijelaskan di atas, adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut 
oleh KUH Perdata pun memungkinkan perkembangan dalam hukum perjanjian karena 
masyarakat menurut kebutuhannya dapat menciptakan sendiri bermacam-macam perjanjian di 
samping “perjanjian-perjanjian khusus” yang diatur dalam KUH Perdata, asal perjanjian itu 
tidak bertentangan dengan undanng-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.9 Jadi melalui 
ketentuan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan ketentuan pada 
Pasal 1319 KUH Perdata, serta tidak lupa pula telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian 
dalam perjanjian arisan sehingga  memperkuat bahwa perjanjian arisan dapat dikategorikan 
sebagai perjanjian tak bernama. 
                                                          
8 Putu Prasmita Sari dan I Gusti Ngurah Parwata, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian 
Bisnis Franchise, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016. Vol. 6, No. 2,  h. 3. 
9 R. Subekti, op.cit, h. 48. 




Setalah mengetahui bahwa perjanjian arisan merupakan perjanjian tak bernama, 
berdasarkan hal itu maka harus dilihat apakah perjanjian arisan telah memenuhi syarat-syarat 
yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya  
Dalam perjanjian arisan memang harus memerlukan adanya kesepakatan antara kedua 
 pihak yaitu si pengurus arisan dan si peserta arisan. 
b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian 
Dalam membuat perjanjian arisan disini para pihak harus memenuhi syarat telah 
 berumur 21 tahun yang ditentukan pengurus arisan sebagai syarat untuk mengikuti 
 arisan online. Selain itu para peserta yang ingin mengikuti arisan harus wajib 
 mempunyai pekerjaan. 
c. Suatu hal tertentu 
Dalam perjanjian arisan prestasi yang dilakukan para pihak yaitu dimana pengurus 
 arisan  wajib menyerahkan sejumlah uang kepada salah satu pihak yang memenangkan 
 undiannya dan peserta arisan wajib menyerahkan sejumlah uang kepada pengurus untuk 
 nantinya uang  tersebut dijadikan uang giliran undian. 
d. Suatu sebab yang halal 
Dalam perjanjian arisan barang atau objek yang diperjanjikan yaitu uang yang nantinya 
 akan diputar dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan masing-masing 
 kelompok arisan tersebut. 
Kemudian unsur-unsur perjanjian yang terdapat dalam perjanjian arisan online, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Unsur essensialia  
Unsur ini merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam perjanjian. Seperti pada 
 perjanjian arisan itu sendiri, suatu kesepakatan antara para pihak mengenai biaya 
 pembayaran arisan sangat diperlukan dalam prakteknya. 
b. Unsur naturalia 
Unsur ini merupakan unsur yang lazimnya ada, dalam perjanjian telah diatur dalam 
 undang-undang, akan tetapi para pihak dapat menggantinya. Seperti halnya dalam 
 perjanjian arisan, apabila ada salah satu pihak yang lalai melaksanakan prestasinya, 
 maka ia wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga. Seperti halnya diatur dalam Pasal 1243 
 KUH Perdata.  
c. Unsur accidentalia 
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Unsur ini sama halnya dengan unsur naturalia dalam perjanjian yang sifatnya 
 penambahan dari para pihak. Seperti dalam perjanjian arisan diatur bahwa apabila 
 peserta arisan telat membayar uang biaya arisan, maka akan dikenakan denda sesuai 
 dengan peraturan masing-masing forum arisan online. 
Selanjutnya terkait sistem pelaksanaannya, terdapat tiga sistem pelaksanaan dalam arisan 
online, yaitu sebagai berikut:10 
a. Arisan online sistem menurun 
Pada sistem menurun ini, setiap slot dari atas sampai bawah memiliki nominal 
 pembayaran iuran arisan yang berbeda, dimana slot yang paling atas membayar iuran 
 paling banyak hingga slot yang paling bawah membayar iuran paling sedikit, tetapi 
 nominal hasil arisan yang didapatkan oleh semua peserta arisan sama semua, lalu waktu 
 untuk peserta mendapatkan jatah arisan sesuai urutan slot tersebut. 
b. Arisan online sistem mendatar 
Pada sistem mendatar ini, dimana setiap peserta memiliki nominal pembayaran iuran 
 arisan yang sama dan hasil arisan yang didapatkan pun sama semua, serta waktu untuk 
 peserta mendapatkan jatah arisan juga sesuai urutan slot. 
c. Arisan online sistem kocok/undian 
Pada sistem kocok/undian ini, dimana setiap peserta memiliki nominal pembayaran 
 iuran arisan yang sama dan hasil arisan yang didapatkan pun sama semua, tetapi yang 
 membedakan yaitu waktu peserta mendapatkan jatah arisan, dimana sesuai dengan 
 kocokan/undian yang keluar.  
 
Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Online Yang Dirugikan Dalam Arisan 
Yang Berbasis Online 
Dalam arti yang luas, perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan dapat bersifat 
represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah 
terjadinya suatu permasalahan hukum, sedangkan perlindungan hukum secara represif 
bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan hukum.11 
Dalam hal ini Mahkamah Agung pernah menangani perkara mengenai pengurus arisan yang 
tidak membayarkan uang arisan kepada peserta/anggota arisan. Dalam salah satu putusan 
perkara menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006. Pada 
                                                          
10 Wawancara dengan Fanny Ahmad Alfarisi salah satu peserta arisan online, 30 Desember 2020. 
11 Phillipus M. Hadjon, (1987), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 
h. 2. 




perkara ini, MA dalam putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan 
tinggi yang menyatakan bahwa: “Tergugat sebagai pengurus arisan telah melakukan perbuatan 
ingkar janji atau wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang 
yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati”. 
Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengambil putusan yaitu putusan 
No.33/Pdt.G/2003/PN.Ngjk yang amarnya sebagai berikut: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 
2. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi; 
3. Menyatakan, para Tergugat mempunyai kewajiban membayar uang arisan yang menjadi 
hak Penggugat; 
4. Menghukum para Tergugat selaku pengurus arisan laba secara tanggung renteng 
membayar kepada Penggugat sebesar Rp.65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus 
dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika; 
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri 
Nganjuk pada tanggal 15 September 2003 terhadap barang-barang milik Tergugat I dan 
Tergugat II 
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,- 
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ; 
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; 
Bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan antara lain, 
bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta arisan dengan pengurus arisan dalam suatu 
arisan yang disepakati oleh para pihak. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari 
perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu 
melanggar perjanjian daripada arisan tersebut dan dapat digugat secara perdata atas dasar 
wanprestasi serta permohonan gugatan yang diajukan oleh peserta arisan sebagai penggugat 
hanya dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Nganjuk.  
Telah disebutkan sebelumnya di atas bahwa perjanjian arisan antara pengurus arisan dan 
peserta arisan pada dasarnya berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang dapat 
dianalisis dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Mengingat pada arisan online ini, seringkali 
mayoritas forum-forum yang melaksanakan perjanjian arisan hanya dilakukan berdasarkan kata 
sepakat dari para peserta dengan pengurusnya atau dengan kata lain perjanjian arisan ini hanya 
menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Tetapi juga terdapat beberapa arisan online 
yang menerapkan surat perjanjian dalam prakteknya. 
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Pada konsep hukum perdata kebenaran formil sangat diutamakan, oleh karena itu setiap 
hubungan hukum atau suatu perjanjian seharusnya disertai dengan suatu bukti tertulis yaitu 
berupa surat perjanjian yang sah menurut hukum. Walaupun dalam ketentuan Pasal 1320 KUH 
Perdata, tidak mengharuskan  pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis, tetapi untuk 
menghindari sengketa yang mungkin akan timbul di kemudian hari maka harus diperlukan 
adanya suatu surat perjanjian antara para pihak dalam arisan online, yang dalam surat perjanjian 
tersebut nantinya berisi mulai dari data diri para pihak, objek perjanjian sampai penyelesaian 
sengketa di antara keduanya. Surat perjanjian inilah yang nantinya mengikat sebagai undang-
undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian arisan online. Adapun diperlukannya suatu 
perjanjian dibuat tertulis agar mudah dalam melakukan pembuktian di muka pengadilan jika 
nantinya terdapat sengketa. 
Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini 
mulai berkembang menjadi arisan online atau arisan yang bisa dilakukan dengan cara berjauhan 
dan tidak bertatap muka seiring kemudahan dengan hadirnya teknologi bernama media sosial 
seperti Instagram, Whatsapp, Line, dan sebagainya. Namun, dibalik kemudahan itu pastinya 
terdapat kekurangannya, dimana kita tidak bisa kenal secara lebih dekat dengan para pihak yang 
terlibat di dalamnya. Hal itu membuat arisan online menjadi rawan akibat tindakan tidak 
bertanggung jawab dari salah satu pihak, seperti halnya wanprestasi atau ingkar janji. Dalam 
pelaksanaan perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian, yang 
lazimnya dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah wanprestasi 
Dalam perjanjian arisan online dapat dikatakan terdapat kreditur yang memberi pinjaman 
dan debitur yang menerima pinjaman. Berhubung di dalam arisan, sistem undian dilaksanakan 
secara berkala sampai semua anggota memperolehnya atau dengan kata lain perputaran uang 
terus berjalan, jadi pengurus maupun peserta masing-masing memiliki dua peran, baik itu 
sebagai kreditur ataupun debitur, jadi si pengurus dapat berperan sebagai kreditur sekaligus 
debitur dan si peserta juga demikian.  
Mengingat dalam arisan online terdapat perjanjian diantara para pihak dan perjanjian itu 
bersifat memaksa (imperatif). Sehingga siapapun yang melanggar isi perjanjian tersebut dapat 
dianggap telah ingkar janji atau wanprestasi bahkan dapat di gugat ke pengadilan. Pada 
penelitian skripsi ini, penulis lebih memfokuskan wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus 
arisannya. Dalam praktek arisan online ini biasanya wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus 
arisan itu seperti pengurus arisan tidak membayarkan uang giliran arisan kepada peserta arisan 
yang memenangkan undian. Maka dari itu perlu diketahui perlindungan hukum secara represif 




bagi peserta arisan yang dirugikan oleh pengurus arisan yang melakukan ingkar janji atau 
wanprestasi. 
Apabila pengurus arisan setelah diberikan somasi sebanyak tiga kali tetap tidak 
mengindahkannya, maka peserta arisan berhak menuntut pengurus arisan untuk membayar 
ganti kerugian, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, 
bahwa: “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah 
mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap 
melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau 
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Ganti kerugian yang dapat dituntut 
oleh peserta arisan kepada pengurus arisan yang wanprestasi adalah sebagai berikut: (Pasal 
1246 KUH Perdata) 
a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; 
b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, yaitu berupa bunga-bunga. 
Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang 
wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya, yaitu sebagai berikut: (Pasal 1267 
KUH Perdata) 
a. Memenuhi atau melaksanakan perjanjian. Peserta arisan dapat meminta pemenuhan 
prestasi saja dari pengurus arisan. 
b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi. Peserta arisan dapat 
menuntut pemenuhan prestasi dengan disertai ganti kerugian kepada pengurus arisan. 
c. Membatalkan perjanjian. Peserta arisan dapat menuntut pembatalan perjanjian arisan 
online. 
d. Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi. Peserta arisan dapat menuntut pembatalan 
perjanjian dengan disertai ganti rugi kepada pengurus arisan. 
Apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006 yang menguatkan 
putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, terdapat salah satu putusannya yang 
mengabulkan permohonan penggugat selaku peserta arisan yang Menyatakan sah dan berharga 
sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap tergugat I dan 
tergugat II. Untuk memahami mengenai sita jaminan tersebut, perlu ditelaah dengan melihat 
ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, 
baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan 
ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Sebagaimana 
yang dijelaskan pada pasal tersebut bahwa setiap kreditur (peserta arisan) mempunyai hak 
jaminan atas tuntutannya berupa segala kebendaan si debitur (pengurus arisan), baik yang 
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bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 
dikemudian hari. Perkara ganti rugi yang timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1243-1247 KUH Perdata juga merupakan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan. 
Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan 
tergugat.12 
John Rawls menyebutkan bahwa untuk mewujudkan keadilan sebagai hasil (justice), 
haruslah diawali dengan keadilan dalam berproses (fairness), karena dalam pandangannya 
keadilan (justice) sebagai hasil hanya dapat terwujud melalui proses yang adil, proses yang 
memenuhi prinsip fairness/procedural justice.13 Berdasarkan teori tersebut dapat kita pahami 
bahwa perjanjian harus dibuat didasarkan pada keadilan kumutatif (pengakuan atas kedudukan 
yang sama), dalam hukum perikatan teori ini bekerja melalui asas keseimbangan, ditopang 
dengan keadilan prosedural/keadilan dalam berproses (fairness) dan dikontrol melalui 
pemberlakuan keadilan distributif (peran negara untuk membentuk hukum yang berkeadilan 
yang berlaku secara memaksa).14 
Berhubung dalam arisan online ini terdapat perjanjian serta dilaksanakan melalui media 
online, arisan online ini merupakan salah satu transaksi elektronik, sesuai dengan yang telah 
diatur dan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik 
lainnya.” Kemudian terkait permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus arisan 
terdapat salah satu pasal yang mengatur mengenai wanprestasi yaitu pada Pasal 28 ayat (1) UU 
ITE, menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik.” 
Selanjutnya apabila peserta arisan ingin menyelesaikan sengketa, peserta arisan dapat 
mengacu pada Pasal 38 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dapat mengajukan 
gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan 
Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.” Dan pada Pasal 38 ayat (2), yang berbunyi: 
“Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang 
                                                          
12 M. Yahya Harahap, (2017), Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, h. 341. 
13 Agus Yudha Hernoko, (2013), Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 
Jakarta: Kencana Predana Media Group, h. 58. 
14 Benny Krestian Heriawanto, (2019), Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title 
Eksekutorial, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 27, No. 1, h. 65. 
 




menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang 
berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” 
Jadi menurut kedua pasal tersebut, peserta arisan berhak mengajukan gugatan perdata yang 
ditujukan kepada pengurus arisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Namun, selain dapat mengajukan gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan 
sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 39 ayat (2) UU ITE). 
Tetapi sebelumnya perlu untuk diketahui apabila peserta arisan ingin menggugat pengurus 
arisan ke pengadilan atas dasar wanprestasi dan ternyata pada awal melakukan perjanjian arisan 
online mereka hanya menggunakan kata sepakat atau dengan kata lain perjanjian yang mereka 
lakukan merupakan perjanjian tidak tertulis atau lisan, maka akan sulit untuk membuktikannya 
di muka pengadilan nantinya karena surat perjanjian merupakan bukti tulisan yang mempunyai 
kekuatan pembuktian yang kuat yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata.  
Kemudian mengingat bahwa pembayaran uang arisan oleh peserta kepada pengurus yang 
dilakukan dalam arisan online itu melalui media Anjungan Tunai Mandiri atau Automated 
Teller Machine (ATM) maupun E-commerce, serta kesepakatan para pihak sebelum melakukan 
arisan online yang melalui chat pada media WhatsApp, Line, ataupun Facebook. Dalam Pasal 
5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dan/atau hasil cetaknya merupakanalat bukti hukum yang sah.” Oleh karena itu, menurut pasal 
tersebut bahwa struk transaksi yang dicetak oleh mesin ATM, maupun screenshot chat yang 
dicetak, merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimana di dalam struk transaksi yang 
dicetak oleh mesin ATM tersebut memuat informasi elektronik tentang jumlah uang yang 
ditransfer, rekening tujuan transaksi, dan waktu transaksi, serta dalam screenshot chat tersebut 
terdapat kesepakatan antara para pihak yang membuktikan dalil Penggugat bahwa telah 
terjadinya persetujuan untuk mengikatkan diri antar kedua belah pihak, dalam artian karena 
Penggugat yang mendalilkan maka harus Penggugat yang membuktikan, sesuai dengan yang 
telah disebutkan dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi: “Setiap orang yang 
mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun 
membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan 
adanya hak atau peristiwa tersebut.” 
Selain struk transaksi yang dicetak oleh mesin ATM, dan hasil cetak dari screenshoot chat 
tersebut, peserta arisan selaku penggugat nantinya bisa menggunakan alat bukti lainnya yang 
diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yang terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, 
persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam hal ini peserta arisan yang dirugikan 
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bisa melibatkan peserta arisan lainnya sebagai saksi-saksi minimal dua orang sesuai yang diatur 
dalam Pasal 1905 KUH Perdata, yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu 
alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya.” 
Oleh sebab itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting 
dibuatnya perjanjian tertulis berupa surat perjanjian pada awal kesepakatan arisan online antara 
kedua belah pihak, meskipun tidak ada sama sekali pasal dalam KUH Perdata yang 
menyarankan perjanjian dibuat dengan tertulis. Namun, agar nanti dikemudian hari ada salah 
satu pihak yang dirugikan maka dapat dengan mudah dalam melakukan pembuktian di muka 
pengadilan dengan adanya bukti tertulis berupa surat perjanjian tersebut. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Perjanjian arisan online merupakan perjanjian yang terlahir akibat dari kegiatan yang 
sering dilakukan oleh masyarakat. Jadi melalui ketentuan asas kebebasan berkontrak 
pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan ketentuan pada Pasal 1319 KUH Perdata, 
serta tidak lupa pula telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maupun unsur-unsur 
perjanjian dalam perjanjian arisan online sehingga memperkuat bahwa perjanjian arisan 
online dapat dikategorikan sebagai perjanjian tak bernama, asal perjanjian itu tidak 
bertentangan dengan undanng-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 
2. Bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan untuk terhindar dari sengketa yang 
mungkin akan timbul di kemudian hari maka harus diperlukan adanya suatu surat 
perjanjian antara para pihak dalam arisan online. Adapun diperlukannya suatu 
perjanjian dibuat tertulis agar mudah dalam melakukan pembuktian di muka pengadilan 
jika nantinya terdapat sengketa. Selanjutnya apabila terdapat wanprestasi yang 
dilakukan oleh pengurus maka peserta arisan berhak menuntut pengurus arisan untuk 
membayar ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata 
Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang 
wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya, yaitu terdapat pada Pasal 
1267 KUH Perdata. Selain itu Perkara ganti rugi yang timbul dari wanprestasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-1247 KUH Perdata juga merupakan objek 
yang dapat dimohonkan sita jaminan. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat 
diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Lalu UU ITE pun juga memberikan 
perlindungan hukum yaitu terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 38 
ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2). 





Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Hendaknya para pelaku atau forum-forum arisan online kedepannya harus 
mengutamakan surat perjanjian pada saat awal kesepakatan, bukan hanya menggunakan 
kata sepakat melalui lisan saja karena suatu perjanjian yang dibuat hanya secara lisan 
tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.  
2. Hendaknya masyarakat juga harus pintar dan teliti dalam mengikuti arisan online di luar 
sana serta apabila sebelum melakukan perjanjian perlu dilihat dan dipahami dulu dengan 
benar setiap isi serta maksud dari perjanjian yang hendak dibuat, sehingga dapat 
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